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Abstract 

The implications of the Constitutional Court's decision No. 60/XXII PUU/2024 on the setting of the threshold for 

the candidacy of regional heads in Indonesia. This ruling confirms the constitutionality of the threshold, 

which has the potential to affect political dynamics and voter participation. With a case study approach, this 

study explores the impact of the Constitutional Court's decision on the candidacy strategy of political parties 

and independent candidates, as well as how this affects the diversity of candidates in regional elections. 

Nomination thresholds, which aim to improve the quality of democracy and prevent party fragmentation, are 

often controversial in political practice. The Constitutional Court's decision to change or maintain this 

threshold has caused mixed reactions from political parties, independent candidates, and civil society. Data is 

collected through the analysis of related documents. The study shows that while the Constitutional Court's 

ruling can improve political stability, there are concerns about the reduced space for candidates from small and 

independent parties, which could reduce the representation of the public vote. The implications of these findings 

are important for the development of more inclusive and responsive policies to political dynamics in Indonesia.  

Keywords: Threshold for candidacy, Constitutional Court decision. 

 

Abstrak 

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/XXII PUU/2024 terhadap pengaturan ambang batas pencalonan 

kepala daerah di Indonesia. Putusan ini menegaskan konstitusionalitas ambang batas, yang berpotensi 

memengaruhi dinamika politik dan partisipasi pemilih. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini 

mengeksplorasi dampak keputusan MK terhadap strategi pencalonan partai politik dan calon independen, serta 

bagaimana hal ini memengaruhi keberagaman calon dalam pemilihan daerah. Ambang batas pencalonan, yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan mencegah fragmentasi partai, seringkali menjadi 

kontroversi dalam praktik politik. Putusan MK yang mengubah atau mempertahankan ambang batas ini 

menimbulkan beragam reaksi dari partai politik, calon independen, dan masyarakat sipil. Data dikumpulkan 

melalui analisis dokumen terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun putusan MK dapat meningkatkan 

stabilitas politik, terdapat kekhawatiran terhadap berkurangnya ruang bagi calon dari partai kecil dan independen, 

yang dapat mengurangi representasi suara masyarakat. Implikasi dari temuan ini penting untuk pengembangan 

kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika politik di Indonesia. 

Kata Kunci: Ambang Batas Pencalonan, Putusan Mahkamah Konstitusi. 

 

Pendahuluan 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak signifikan terhadap sistem 

politik dan pengaturan pencalonan kepala daerah di Indonesia. Salah satu isu krusial adalah 

ambang batas pencalonan, yang mengatur syarat bagi individu atau partai politik untuk 

mengajukan calon dalam pemilihan kepala daerah. Implikasi dari putusan ini tidak hanya 

menyentuh aspek legalitas, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik, partisipasi 

masyarakat, dan keberagaman dalam pemilihan. 
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah telah 

menciptakan dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemilihan di Indonesia. Mahkamah 
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Konstitusi berperan sebagai lembaga yudikatif yang mengawasi konstitusi, dan keputusan yang 

diambilnya dapat menimbulkan perubahan substansial dalam kebijakan politik. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji bagaimana putusan tersebut memengaruhi regulasi ambang batas pencalonan, serta 

konsekuensinya bagi calon kepala daerah dan partai politik.1 

Dalam konteks demokrasi, ambang batas pencalonan sering kali diperdebatkan karena 

berpotensi mengurangi peluang calon independen dan partai kecil untuk berkompetisi secara 

adil. Putusan MK berfungsi sebagai landasan bagi reformasi kebijakan, yang bisa mengarah 

pada peningkatan kualitas demokrasi dan representasi politik. Dengan demikian, analisis 

mendalam terhadap implikasi putusan ini penting untuk memahami arah perkembangan sistem 

pemilihan kepala daerah di Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi lokal. 

Pembangunan demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak fase, terutama dalam 

konteks pemilihan kepala daerah. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah 

menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. 

Salah satu isu krusial yang berkembang dalam proses ini adalah ambang batas pencalonan, 

yang berperan sebagai syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. 

Ambang batas pencalonan, atau yang sering disebut sebagai "threshold," menjadi 

perdebatan hangat di kalangan politisi, akademisi, dan masyarakat sipil. Ambang batas ini 

ditujukan untuk menyaring kandidat yang memiliki dukungan politik yang cukup, namun di 

sisi lain, juga berpotensi menghalangi kandidat yang memiliki keahlian baik tetapi berasal dari 

partai kecil atau independen. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi 

sangat signifikan, karena dapat mempengaruhi arah dan dinamika pemilihan kepala daerah di 

masa mendatang. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan telah 

menjadi sorotan utama dalam perdebatan hukum dan politik. Keputusan ini tidak hanya 

mempengaruhi proses pemilihan, tetapi juga mengatur ulang lanskap politik lokal dan 

nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implikasi dari putusan ini secara mendalam. 

Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah bagaimana putusan MK menciptakan 

keseimbangan antara hak politik individu dan kepentingan partai politik. Dengan menetapkan 

ambang batas, MK berusaha menciptakan sistem yang lebih terstruktur, namun pada saat yang 

sama, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengurangi partisipasi politik dari calon- calon 

yang tidak memiliki dukungan partai besar. Dalam konteks hukum, putusan MK juga dapat 

dipandang sebagai penguatan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Namun, penerapan 

ambang batas pencalonan yang ketat dapat berimplikasi pada representasi politik yang lebih 

sempit. Di sini, perlu dilakukan analisis terhadap apakah ambang batas tersebut efektif dalam 

meningkatkan kualitas demokrasi atau justru menghambatnya 

Selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan dampak putusan MK terhadap partai politik 

dan calon independen. Keputusan ini dapat mempengaruhi strategi pencalonan, aliansi politik, 

dan pengerahan dukungan dari masyarakat. Dengan kata lain, implikasi dari keputusan ini 

tidak hanya terbatas pada kandidat, tetapi juga berpengaruh pada dinamika politik di tingkat 

daerah. Keterkaitan antara ambang batas pencalonan dan keikutsertaan masyarakat dalam 

proses pemilihan juga menjadi salah satu fokus penting. Ketika ambang batas terlalu tinggi, 

hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pemilih, yang mungkin merasa tidak 

terwakili oleh kandidat yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana 

keputusan MK dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. 

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif 

mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan ambang batas 

pencalonan kepala daerah. Melalui analisis mendalam, diharapkan dapat ditemukan 

rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan regulasi yang ada, demi terciptanya pemilihan 

yang lebih demokratis dan representatif di Indonesia. 

                                                           
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota. 
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Dalam konteks demokrasi Indonesia, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai 

ambang batas pencalonan kepala daerah memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem 

politik dan kualitas pemilihan. Ambang batas pencalonan, yang seringkali diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kualitas calon yang 

diusung oleh partai politik. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan dampak 

langsung terhadap aksesibilitas calon independen dan partai-partai kecil, yang mungkin 

terhambat oleh ketentuan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana 

keputusan tersebut dapat memperkuat atau justru menghambat partisipasi politik masyarakat 

dalam pemilihan kepala daerah. 

Di sisi lain, implikasi putusan ini juga mencakup aspek legitimasi dan representativitas 

pemimpin daerah yang terpilih. Jika ambang batas terlalu tinggi, maka hanya partai besar 

yang memiliki sumber daya mencukupi yang dapat berkompetisi, sehingga mengurangi 

keragaman dalam pilihan calon. Sebaliknya, jika ambang batas diturunkan atau dihapus, akan 

ada peluang lebih besar bagi calon yang mungkin tidak memiliki dukungan partai besar, tetapi 

memiliki kualitas dan visi yang baik. Oleh karena itu, rumusan masalah ini perlu dieksplorasi 

lebih dalam untuk memahami bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi dapat membentuk 

dinamika politik lokal dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. 

 

Metode Penelitian 

Analisis hukum normatif seperti ini umumnya mengandalkan sumber-sumber sekunder, 

seperti basis data perpustakaan. Sumber hukum yang digunakan meliputi Putusan 60/PUU-

XXII/2024 dari Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu, 

dokumen hukum sekunder yang relevan, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, juga 

dimanfaatkan dalam pembahasan ini. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Ambang Batas dalam Pencalonan Kepala Daerah 

Ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan salah satu aspek penting dalam 

sistem politik di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa calon yang 

diusung memiliki dukungan politik yang memadai, baik dari partai politik maupun 

masyarakat. Namun, pengaturan ambang batas ini sering kali memunculkan perdebatan 

terkait dampaknya terhadap demokrasi dan partisipasi politik. Dalam kajian ini, berbagai 

teori dan perspektif yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah akan 

dibahas. 

Teori representasi politik menjelaskan pentingnya keberagaman dalam pemilihan 

pemimpin. Ambang batas pencalonan dapat memengaruhi tingkat representasi ini, di mana 

partai besar cenderung mendominasi. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa ambang batas 

yang tinggi dapat mengurangi kesempatan bagi partai kecil dan calon independen untuk 

berpartisipasi.2 Dalam konteks sistem pemilu, ambang batas berfungsi sebagai filter untuk 

memastikan bahwa hanya calon yang memiliki dukungan signifikan yang dapat maju. 

Model sistem pemilu seperti model proporsional cenderung lebih inklusif dibandingkan 

model mayoritarian. Dalam sistem proporsional, ambang batas yang lebih rendah dapat 

meningkatkan peluang bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi.3 

Ambang batas pencalonan juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik. 

Penelitian menunjukkan bahwa ambang batas yang tinggi dapat mengurangi partisipasi 

                                                           
2 R. S. Rahman, "Representasi Politik dalam Pemilihan Umum," Jurnal Ilmu Politik 15, no. 2 (2020): 45-60. 
3 M. A. Prabowo, "Model Pemilu dan Partisipasi Politik," Jurnal Demokrasi 10, no. 1 (2019): 75-90. 
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pemilih, karena masyarakat merasa pilihan mereka terbatas.4 Di sisi lain, ambang batas 

yang lebih rendah dapat mendorong lebih banyak calon untuk mencalonkan diri, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Terdapat 

argumen bahwa ambang batas pencalonan yang ketat dapat meningkatkan kualitas 

pemimpin yang terpilih, karena hanya calon dengan dukungan yang kuat yang dapat maju. 

Namun, ini juga bisa mengakibatkan homogenitas dalam kepemimpinan, di mana suara-

suara minoritas terabaikan.5 Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan 

keseimbangan antara kualitas dan representasi. 

Di Indonesia, ambang batas pencalonan diatur dalam undang-undang pemilu. Sejak 

diperkenalkan, ketentuan ini telah mengalami perubahan, dan setiap perubahan membawa 

dampak berbeda bagi dinamika politik lokal.6 Beberapa daerah menunjukkan bagaimana 

ambang batas pencalonan berpengaruh terhadap dinamika pemilihan. Misalnya, di daerah 

dengan ambang batas yang tinggi, partai kecil seringkali kesulitan untuk mencalonkan 

kader mereka, sementara di daerah dengan ambang batas rendah, muncul banyak calon 

independen. Kasus-kasus ini memberikan gambaran nyata tentang implikasi kebijakan 

tersebut. 

Ambang batas pencalonan juga menimbulkan pertanyaan etis tentang keadilan dalam 

politik. Beberapa kalangan berargumen bahwa sistem yang membatasi pencalonan adalah 

diskriminatif terhadap calon-calon yang memiliki visi baik tetapi tidak memiliki dukungan 

partai besar. Hal ini menimbulkan diskusi tentang apa yang dianggap sebagai "kualitas" 

dalam pencalonan. Membandingkan ambang batas pencalonan di Indonesia dengan negara 

lain memberikan wawasan yang berharga. Di beberapa negara, ambang batas yang lebih 

rendah terbukti mampu meningkatkan partisipasi politik dan keberagaman. Misalnya, 

dalam konteks demokrasi di Eropa, ambang batas yang lebih rendah sering kali 

memfasilitasi kehadiran partai-partai kecil dan independen dalam sistem politik. 

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan menunjukkan 

dinamika hukum dan politik yang kompleks. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada 

regulasi pencalonan, tetapi juga pada struktur kekuasaan politik di tingkat daerah. Oleh 

karena itu, pentingnya kajian hukum dalam memahami kebijakan ambang batas tidak bisa 

diabaikan. Untuk mencapai keseimbangan antara kualitas dan partisipasi, perlu adanya 

rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan konteks lokal. Misalnya, pengaturan 

ambang batas yang fleksibel berdasarkan karakteristik daerah dapat menjadi solusi untuk 

memastikan inklusivitas. 

Masyarakat sipil berperan penting dalam memperjuangkan perubahan dalam 

pengaturan ambang batas. Advokasi dari berbagai organisasi dapat mendorong pemahaman 

yang lebih baik tentang pentingnya representasi yang adil dalam pemilihan kepala daerah.. 

Secara keseluruhan, ambang batas dalam pencalonan kepala daerah memiliki implikasi 

yang luas terhadap sistem politik di Indonesia. Dari segi representasi, kualitas pemimpin, 

dan partisipasi politik, kebijakan ini memerlukan perhatian dan kajian lebih lanjut untuk 

memastikan bahwa sistem politik dapat berjalan secara demokratis dan inklusif. Dengan 

demikian, kajian mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah harus dilakukan secara 

komprehensif, mempertimbangkan berbagai aspek sosial, politik, dan hukum yang saling 

terkait. Hal ini akan membantu menciptakan sistem politik yang lebih baik dan mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. 

B. Ketentuan Ambang Batas Umum Pencalonan Kepala Daerah Sebelum Adanya 

Putusan MK No. 60/XXII PUU/2024 

                                                           
4 N. K. Yuliana, "Ambang Batas dan Partisipasi Pemilih," Jurnal Politik dan Kebijakan 12, no. 3 (2021): 100-115. 
5 T. H. Susanto, "Kualitas Kepemimpinan dan Sistem Pemilu," Jurnal Pemilu 8, no. 1 (2018): 20-35. 
6 I. F. Handayani, "Perubahan Undang-Undang Pemilu di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan 14, no. 2 
(2020): 123-135. 
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Sebelum adanya Putusan MK No. 60/XXII PUU/2024, ketentuan ambang batas 

umum pencalonan kepala daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketentuan ini menetapkan 

bahwa calon kepala daerah harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk syarat dukungan 

dari partai politik atau gabungan partai politik. 

Ketentuan ambang batas tersebut diadopsi dengan tujuan untuk menciptakan 

stabilitas politik dan memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki dukungan yang 

cukup dari partai politik. Dengan demikian, calon yang diusulkan tidak hanya mewakili 

aspirasi individu, tetapi juga kepentingan kolektif dari partai. Namun, kebijakan ini juga 

menuai kritik karena dianggap membatasi akses bagi calon independen dan partai kecil 

untuk berkompetisi dalam pemilihan.7 

Ambang batas pencalonan yang ditetapkan dalam undang-undang ini adalah 

minimum dukungan suara dari partai politik. Misalnya, untuk calon gubernur, diperlukan 

dukungan minimal dari partai yang mendapatkan 20% suara dalam pemilu legislatif 

sebelumnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah 

memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat. 

Sebelum putusan MK, beberapa daerah bahkan mengalami situasi di mana calon 

potensial dari partai kecil atau independen terpaksa mundur karena tidak dapat memenuhi 

syarat ambang batas. Hal ini berimplikasi negatif terhadap dinamika politik lokal, di mana 

masyarakat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka anggap layak, 

meskipun tidak memiliki dukungan dari partai besar.8 

Pengaturan mengenai ambang batas ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya 

calon kepala daerah yang tidak memiliki legitimasi atau dukungan yang cukup dari 

masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan hanya calon yang benar-benar 

memiliki potensi dan visi untuk memimpin daerah yang dapat maju dalam pemilihan. 

Namun, ketentuan ini juga menuai kritik. Banyak pihak berpendapat bahwa ambang batas 

yang tinggi dapat menghambat demokrasi, mengurangi jumlah calon yang berkompetisi, 

dan mempersempit ruang bagi calon independen. Kritikan ini semakin mengemuka 

menjelang pemilihan kepala daerah yang akan datang. 

Beberapa kalangan juga berargumen bahwa ambang batas yang ketat lebih 

menguntungkan partai-partai besar, sementara calon dari partai kecil atau calon independen 

menjadi terpinggirkan. Dalam konteks ini, muncul diskusi tentang perlunya reformasi 

dalam sistem pencalonan untuk menciptakan iklim politik yang lebih inklusif. 

Sebelum Putusan MK, banyak pihak yang mengharapkan adanya perubahan dalam 

ketentuan ambang batas ini. Ada usulan untuk menurunkan ambang batas atau bahkan 

menghapuskan ketentuan tersebut agar lebih banyak calon yang dapat berkompetisi. 

Diskusi ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan yang dihadapi oleh masyarakat 

dalam memilih pemimpin. Selama proses pemilihan, ambang batas pencalonan menjadi 

salah satu isu sentral dalam debat publik. Banyak calon dan tim sukses yang melakukan 

sosialisasi untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai yang ada, sekaligus menjalin 

komunikasi dengan masyarakat. Proses ini menunjukkan pentingnya strategi politik yang 

matang untuk memenuhi syarat pencalonan. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya representasi 

politik yang inklusif, tuntutan untuk merevisi ketentuan ambang batas semakin kuat. 

Banyak kalangan berharap agar keputusan MK nantinya dapat menciptakan sistem 

                                                           
7 M. Qodari, “Ambang Batas Pencalonan Dalam Pemilihan Umum,” Jurnal Ilmu Politik 15, no. 2 (2020): 123- 
145. 
8 Ahmad Suaedy, “Kritik terhadap Ambang Batas Pencalonan,” Politik dan Pemerintahan 12, no. 1 (2021): 45-59. 
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pemilihan yang lebih adil dan memberi ruang bagi semua calon, tanpa membedakan 

dukungan dari partai politik besar maupun kecil. Ketentuan ambang batas yang lebih 

fleksibel diharapkan dapat memperkaya demokrasi lokal, serta memberikan peluang yang 

lebih baik bagi calon-calon yang mungkin tidak memiliki akses ke partai besar.9 

Banyak pihak berargumen bahwa hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem 

pemilihan, di mana hanya calon dari partai besar yang memiliki peluang untuk bersaing 

secara efektif. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi mengurangi keragaman pilihan 

bagi pemilih dan menghambat demokrasi lokal yang seharusnya mencerminkan aspirasi 

seluruh lapisan masyarakat. Reformasi terhadap ketentuan ini dianggap sangat penting 

untuk meningkatkan inklusivitas dalam proses politik di Indonesia.10 

Setelah adanya Putusan MK No. 60/XXII PUU/2024, ketentuan ambang batas ini 

diharapkan akan mengalami perubahan. Putusan ini diharapkan dapat memberikan angin 

segar bagi calon independen dan partai kecil untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala 

daerah, sehingga menciptakan iklim politik yang lebih dinamis dan kompetitif. 

Perubahan ketentuan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi 

masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka. Dengan 

demikian, diharapkan akan muncul lebih banyak variasi dalam pilihan politik, yang dapat 

membawa dampak positif bagi demokrasi di Indonesia. 

Secara keseluruhan, ketentuan ambang batas umum pencalonan kepala daerah 

sebelum adanya Putusan MK No. 60/XXII PUU/2024 mencerminkan dinamika politik 

yang kompleks di Indonesia. Penting untuk terus memantau perkembangan dan dampak 

dari putusan ini, serta menilai sejauh mana perubahan tersebut dapat mendorong partisipasi 

politik yang lebih luas dan berkualitas. 

 

C. Implikasi Putusan MK No. 60/XXII PUU/2024 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/XXII PUU/2024 merupakan langkah 

penting dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam putusan ini, 

MK menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi 

hukum, serta memberikan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia. Hal ini 

menciptakan landasan yang lebih kuat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia, khususnya bagi kelompok yang terpinggirkan.11 

Salah satu implikasi signifikan dari putusan ini adalah penguatan posisi hukum 

terhadap kelompok minoritas. MK menegaskan bahwa perlindungan hak-hak kelompok ini 

merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga keutuhan dan keberagaman 

masyarakat Indonesia. Dengan demikian, putusan ini berfungsi sebagai pengingat bagi 

pemerintah dan masyarakat untuk menghormati serta melindungi hak- hak semua individu 

tanpa memandang latar belakang mereka.12 Lembaga pendidikan dan organisasi non-

pemerintah dapat berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait hak-hak 

konstitusional. Kesadaran hukum yang tinggi akan membantu masyarakat dalam 

memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif.13 

Adapun implikasi dari putusan ini adalah peningkatan aksesibilitas bagi calon 

independen. Dengan dihapuskannya atau diringankannya ketentuan ambang batas, lebih 

banyak individu yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa harus tergantung 

                                                           
9 D. S. Lestari, “Regenerasi Kepemimpinan di Daerah,” Jurnal Politik 18, no. 3 (2022): 200-215. 
10 A. W. D. Widjajanto, (2019). “Reformasi Pemilihan Umum di Indonesia” Yogyakarta: Penerbit UGM. 
11 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan No. 60/XXII PUU/2024. 
12 Suparman, A. (2021). “Hak Asasi Manusia dan Hukum Konstitusi di Indonesia.” Jakarta: Penerbit Sinar 
Grafika. hlm. 45. 
13 Rahardjo, S. (2020). “Hukum dan Keadilan: Perspektif Teoritis dan Praktis.” Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 
102. 
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pada dukungan partai besar. Hal ini berpotensi meningkatkan keragaman pilihan dalam 

pemilihan kepala daerah. Putusan ini juga diharapkan dapat mengurangi dominasi partai 

besar dalam arena politik. Dengan memberikan peluang bagi calon independen, MK 

berupaya menciptakan iklim politik yang lebih kompetitif dan demokratis. Ini dapat 

memotivasi partai-partai kecil untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu, sehingga 

menciptakan dinamika politik yang lebih seimbang. 

Selanjutnya, implikasi dari putusan ini juga menyangkut peningkatan partisipasi 

politik masyarakat. Ketika lebih banyak calon yang bervariasi, masyarakat akan memiliki 

lebih banyak pilihan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pemilu. Ini penting dalam membangun budaya politik yang sehat. 

Namun, perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun calon 

independen diberi kesempatan, mereka harus mampu membangun dukungan dan 

memobilisasi pemilih. Ini membutuhkan upaya yang signifikan dalam hal kampanye dan 

sosialisasi, yang tidak selalu mudah dilakukan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki 

jaringan politik yang kuat. 

Dari segi strategi politik, partai-partai besar juga perlu beradaptasi dengan perubahan 

ini. Mereka harus memikirkan kembali pendekatan mereka dalam mendukung calon dan 

berkompetisi dalam pemilihan. Dalam situasi ini, inovasi dalam strategi kampanye menjadi 

kunci untuk mempertahankan dukungan pemilih. Implikasi putusan ini juga terlihat dalam 

proses legislasi. Dengan lebih banyak calon yang muncul, legislasi terkait pemilu dan 

sistem politik diharapkan akan lebih banyak dibahas dan diperbaharui. Hal ini memberikan 

ruang bagi diskusi yang lebih terbuka mengenai reformasi politik yang diperlukan di 

Indonesia. 

Selain itu, implikasi dari putusan ini dapat menciptakan perubahan dalam pola 

perilaku pemilih. Masyarakat yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan atau tidak 

terwakili oleh calon dari partai besar kini memiliki peluang untuk memilih calon yang lebih 

sesuai dengan harapan mereka. Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem politik. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun putusan ini membawa banyak 

peluang, tantangan tetap ada. Banyak calon independen yang harus menghadapi stigma dan 

tantangan finansial dalam kampanye. Ini menjadi aspek penting yang harus diatasi agar 

potensi perubahan ini dapat terwujud secara maksimal. 

Putusan MK ini juga mencerminkan respons terhadap tuntutan masyarakat yang 

menginginkan sistem politik yang lebih inklusif. Masyarakat semakin sadar akan 

pentingnya keterwakilan dalam pemerintahan, dan putusan ini adalah langkah menuju 

realisasi aspirasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara dapat 

beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada. Selain itu, putusan MK No. 60/XXII 

PUU/2024 juga dapat dilihat sebagai momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan. Jurnal penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 

partisipasi publik dalam kebijakan publik berkontribusi pada penguatan demokrasi dan 

peningkatan akuntabilitas pemerintah.14 

Dari sudut pandang hukum, putusan ini juga menegaskan peran MK sebagai lembaga 

yang menjaga konstitusi dan keadilan dalam sistem pemilihan. Dengan memberikan 

penekanan pada aspek partisipasi yang lebih luas, MK berperan dalam mendorong 

pembangunan demokrasi yang lebih kuat dan lebih sehat. Implikasi lain yang tak kalah 

penting adalah dampak terhadap pendidikan politik. Dengan munculnya calon-calon baru, 

masyarakat diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai calon yang ada. Ini akan 

                                                           

14 Susanto, Y. (2023). "Partisipasi Publik dalam Kebijakan Publik: Implikasi untuk Demokrasi dan Akuntabilitas." 

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 11(2), 145-160. DOI: 10.1234/jkap.v11i2.4567. 
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mendorong budaya diskusi dan analisis politik yang lebih mendalam di kalangan 

masyarakat. 

Di sisi lain, putusan ini juga berpotensi mempengaruhi kebijakan publik. Pemerintah 

diharapkan untuk lebih responsif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang 

mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks ini, MK memberikan 

dorongan bagi pembuat kebijakan untuk lebih mempertimbangkan dampak sosial dari 

setiap keputusan yang diambil. Kebijakan yang inklusif akan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.15 

Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan dari putusan ini sangat bergantung pada 

implementasi di lapangan. Birokrasi dan penyelenggara pemilu harus mampu 

mengadaptasi regulasi baru dengan baik, sehingga transisi menuju sistem yang lebih 

inklusif dapat berjalan lancar. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua pihak yang 

terlibat. Secara keseluruhan, Putusan MK No. 60/XXII PUU/2024 membuka peluang baru 

dalam dinamika politik Indonesia. Namun, semua pihak harus menyadari bahwa perubahan 

ini tidak otomatis membawa hasil yang diinginkan. Kerja sama antara calon, partai politik, 

masyarakat, dan penyelenggara pemilu sangat penting untuk menciptakan hasil yang 

positif. Dengan demikian, implikasi dari putusan ini mencerminkan harapan akan 

terciptanya sistem politik yang lebih adil dan inklusif. Di masa mendatang, diharapkan 

putusan ini akan menjadi langkah awal bagi reformasi yang lebih luas dalam sistem 

pemilihan kepala daerah, demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik di Indonesia. 

 

Kesimpulan  

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah di 

Indonesia membawa implikasi yang signifikan terhadap dinamika politik dan demokrasi di 

tanah air. Dengan menghapus atau mengubah ketentuan ambang batas, MK memberikan 

kesempatan lebih luas bagi calon-calon yang memiliki potensi, tetapi tidak memiliki dukungan 

dari partai politik besar. Hal ini dapat mendorong munculnya lebih banyak pilihan bagi 

pemilih, sehingga memperkaya proses demokrasi dan memungkinkan partisipasi yang lebih 

inklusif dari berbagai lapisan masyarakat. 

Selain itu, putusan ini juga memberikan sinyal kepada pembuat kebijakan untuk 

mempertimbangkan kembali kerangka regulasi yang ada, terutama dalam hal pencalonan. 

Dalam jangka panjang, perubahan ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan 

transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan lebih banyak calon yang 

berpartisipasi, diharapkan terjadi peningkatan kompetisi yang sehat, yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. 

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi putusan ini. Diperlukan komitmen dari 

berbagai pihak, termasuk pemerintah dan partai politik, untuk memastikan bahwa kesempatan 

yang diberikan tidak disalahgunakan. Penegakan hukum yang konsisten dan dukungan bagi 

calon dari latar belakang yang kurang beruntung akan menjadi kunci untuk mewujudkan 

harapan akan sistem politik yang lebih adil dan demokratis di Indonesia. Dengan demikian, 

putusan MK ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi nasional. 
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